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Kata Pengantar 

 

 

 

Pembangunan Wilayah Papua akan memberikan peranan penting dalam mendukung Visi 
Indonesia Emas 2045, dimana kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) ditargetkan meningkat menjadi 28,5% terhadap perekonomian nasional. 
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun 
mendatang diarahkan pada Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua 
Sehat, Cerdas dan Produktif untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui 
pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh 
penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Untuk Papua Produktif, 
koridor ekonomi Wilayah Papua difokuskan pada Industri Kimia Dasar dan Agro. 

Setelah disahkannya undang-undang mengenai pembentukan daerah otonom baru, 
Wilayah Papua saat ini terdiri atas 6 (enam) provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua 
Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan 
Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, dari sisi kebudayaan, di Wilayah Papua terdapat 7 
(tujuh) wilayah adat yang memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Dalam upaya 
pembangunan sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di 
Papua, terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dimana kinerja pembangunan di 
Wilayah Papua masih relatif lebih rendah dibanding wilayah lain di Indonesia. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah 
Tertinggal Tahun 2020-2024, 30 dari 62 daerah tertinggal di Indonesia berada di Papua.  

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan untuk melepaskan dari 
kondisi ketertinggalan Wilayah Papua, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif 
menekankan pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan 
memanfaatkan berbagai potensi dan modal dasar pembangunan di Wilayah Papua. 
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 diharapkan 
dapat memberikan gambaran mengenai arah besar percepatan pembangunan di Papua 
yang bersifat terobosan serta menjadi pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku 
kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam 
rangka percepatan pembangunan di Papua. 
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Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia 
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upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga OAP dapat berdaya saing dan 
mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraannya. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP 
di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun 
internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat 
Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, 
kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan 
tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan 
tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan 
dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua perlu 
memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) gender, sosial budaya, 
transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk 
pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka 
mencapai sasaran pembangunan. 

RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku 
kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam 
rangka percepatan pembangunan di Papua.  

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Papua, RIPPP disusun 
dengan tiga pendekatan dasar, yaitu: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui keikutsertaan 
para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan 
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar  masyarakat Papua, khususnya OAP, 
dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan 
berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; serta (c) 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggung jawab kepada 
masyarakat. 

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik untuk memperpendek rentang 
kendali (span of control) pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, 
memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, maka RIPPP disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dan 
dinamika pembentukan daerah otonom baru yang diamanatkan dalam Pasal 76 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 

Pembentukan daerah otonom baru dilakukan dengan memperhatikan kesatuan sosial-
budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan 
pada masa yang akan datang. Dengan demikian, ruang lingkup dalam RIPPP ini tetap 
memperhatikan kesatuan sosial-budaya (wilayah adat) namun dalam pelaksanaannya 
tetap memperhatikan wilayah administrasi pemerintahan daerah sebagai dasar dalam 
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kebijakan perencanaan dan penganggaran, termasuk undang-undang tentang 
pembentukan provinsi-provinsi di Papua. Saat ini, telah diundangkan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. 

Sebagai arah besar pembangunan Provinsi Papua, RIPPP menggambarkan visi, misi, 
arah kebijakan, dan strategi serta tahapan prioritas dan fokus percepatan 
pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua hingga tahun 2041. 

 

1.2 Tujuan Penyusunan RIPPP  

Tujuan disusunnya RIPPP Tahun 2022-2041 adalah: 

(1) Menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi 
Khusus Papua dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi 
percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua; 

(2) Menjadi pedoman bagi menteri/kepala lembaga untuk melaksanakan kebijakan 
percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua; 

(3) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan 
evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; 

(4) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat dalam 
menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan 
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua; dan 

(5) Menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah 
Papua oleh kementerian/lembaga. 

 

1.3 Capaian Pembangunan Tahun 2001-2021  

Selama pelaksanaan otonomi khusus dalam periode 2001-2021 beberapa indikator 
pembangunan telah menunjukkan perbaikan, di antaranya indeks pembangunan 
Manusia (IPM), umur harapan hidup (UHH), angka melek huruf (AMH), harapan lama 
sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), pengeluaran per kapita, tingkat 
pengangguran terbuka (TPT), tingkat kemiskinan. Sementara itu, laju pertumbuhan 
ekonomi (LPE) masih perlu dioptimalkan. Capaian beberapa indikator pembangunan di 
Papua selama tahun 2001-2021 disajikan pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1  
Capaian Indikator Pembangunan di Papua Tahun 2001-2021 

 
Sumber: BPS, 2021 
Keterangan: Data BPS tersedia sejak tahun 2004, saat terbentuknya Provinsi Papua Barat  
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1.4 Landasan Regulasi   

Penyusunan RIPPP Tahun 2022-2041 menggunakan referensi beberapa peraturan 
perundang-undangan yang terkait, antara lain:  

(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;  

(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang; 

(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6                        Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 

(7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang; 

(8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 

(9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

(10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua 
Selatan; 

(11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua 
Tengah; 

(12) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua 
Pegunungan; 
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(13) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua 
Barat Daya; 

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan 
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; 

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, 
Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka 
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua; 

(18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan 

(19) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk 
Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. 

 

1.5 Gambaran Umum Wilayah  

Secara geografis, luas Papua adalah 412.215 km2 (Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data 
Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau) dengan populasi sebanyak 5.437.775 
jiwa (Sensus Penduduk, 2020). Papua dikenal dengan 7 (tujuh) wilayah adat dengan 
karakteristik sosial budaya yang berbeda, yaitu wilayah adat Laa Pago, wilayah adat 
Mee Pago, wilayah adat Tabi, wilayah adat Saireri, wilayah adat Anim Ha, wilayah adat 
Domberay, dan wilayah adat Bomberay. Setelah pembentukan daerah otonom baru, 
Papua saat ini terdiri atas 6 (enam) provinsi yang bernama Provinsi Papua, Provinsi 
Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua 
Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Adapun gambaran umum wilayah adat di 
Papua disajikan pada Gambar 1.2.  
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Gambar 1.2 
Gambaran Umum Wilayah Adat di Papua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 

 

 

Wilayah Adat Laa Pago 

• Karakteristik geografis: 
pegunungan tinggi 

• Potensi wilayah: kopi, 
padi, sagu, ubi kayu, ubi 
jalar, peternakan, dan 
pariwisata 

Wilayah Adat Saireri 

• Karakteristik geografis: 
pesisir dan pulau 

• Potensi wilayah: kelapa, 
sagu, padi, ubi kayu, ubi 
jalar, hortikultura, 
perikanan, dan pariwisata 

Wilayah Adat Tabi 

• Karakteristik geografis: 
pesisir dan dataran rendah 

• Potensi wilayah: kakao, 
kelapa, kelapa sawit, padi, 
sagu, ubi kayu, ubi jalar, 
hortikultura, perikanan, 
peternakan, industri, 
perdagangan, jasa, dan 
pariwisata 

Wilayah Adat Domberay 

• Karakteristik geografis: 
dataran rendah, 
pegunungan, dan pesisir 

• Potensi wilayah: kacang 
hijau, jagung, padi, kedelai, 
ubi kayu, ubi jalar, sagu, 
kopi, kelapa, kelapa sawit, 
kakao, hortikultura, 
perikanan, peternakan, 
pertambangan, industri, 
perdagangan, jasa, dan 
pariwisata  

Wilayah Adat Bomberay 

• Karakteristik geografis: 
dataran rendah, 
pegunungan, dan pesisir 

• Potensi wilayah: pala, kenaf, 
perikanan, peternakan, dan 
pariwisata 

Wilayah Adat Mee Pago 

• Karakteristik geografis: 
pegunungan tinggi, 
pesisir, dan rawa 

• Potensi wilayah: kopi, 
padi, sagu, ubi kayu, ubi 
jalar, hortikultura, 
perikanan, peternakan, 
pertambangan, dan 
pariwisata 

Wilayah Adat Anim Ha 

• Karakteristik geografis: 
pantai, rawa, dan dataran 
rendah 

• Potensi wilayah: kelapa, 
sagu, ubi kayu, ubi jalar, 
padi, perikanan, dan 
pariwisata 
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1.6 Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua 

Modal dasar pembangunan adalah seluruh sumber kekuatan Papua, baik kondisi saat 
ini maupun potensi ke depan, yang dimiliki dan didayagunakan oleh masyarakat 
Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan modal dasar pembangunan 
utama untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi dan 
menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik 
dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Modal dasar percepatan 
pembangunan Papua secara umum meliputi: modal sumber daya alam (SDA), 
lingkungan, lahan, dan tata ruang; modal sosial dan budaya; modal sumber daya 
manusia (SDM), pengetahuan, dan teknologi; modal fisik (infrastruktur); serta modal 
keuangan. Adapun Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua disajikan pada 
Gambar 1.3.  
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Gambar 1.3 
Modal Dasar Percepatan Pembangunan Papua  

 
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 
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1.7 Sistematika Penulisan 

RIPPP Tahun 2022-2041 memuat tujuh bab yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini memuat uraian latar belakang, tujuan penyusunan RIPPP, capaian 
pembangunan tahun 2001-2021, landasan regulasi, gambaran umum wilayah, 
modal dasar percepatan pembangunan Papua, dan sistematika penulisan.  

BAB II ISU DAN TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN  

Bagian ini memuat uraian lingkungan strategis dan tren Papua 2041, 
perkembangan indikator pembangunan, isu dan tantangan di bidang kesehatan, 
pendidikan, dan ekonomi, serta isu dan tantangan tiap wilayah adat. 

BAB III VISI, MISI, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 

Bagian ini memuat uraian visi dan misi percepatan pembangunan Papua, 
indikator sasaran percepatan pembangunan Papua, arah kebijakan dan strategi 
percepatan pembangunan Papua, kondisi perlu, pengarusutamaan, arah kebijakan 
dan strategi percepatan pembangunan tiap wilayah adat, serta tahapan 
percepatan pembangunan Papua.   

BAB IV PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN 

Bagian ini memuat uraian prioritas dan fokus pembangunan selama tahun 
2022-2041 dalam rangka mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua 
Produktif (termasuk kondisi perlu), dan lokasi prioritas pembangunan wilayah 
adat. 

BAB V SINERGI PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH 
DAERAH, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PAPUA 

Bagian ini memuat uraian sinergi perencanaan dan pendanaan pembangunan 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di 
Papua untuk tahun 2022-2041. 

BAB VI PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, 
DAN PENGAWASAN 

Bagian ini memuat uraian mekanisme pelaksanaan, mekanisme pelaporan, 
mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, mekanisme pengawasan 
serta penghargaan dan sanksi pada RIPPP Tahun 2022-2041. 

BAB VII PENUTUP 

Bagian ini memuat uraian kesimpulan RIPPP Tahun 2022-2041. 
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Bab II 

Isu dan Tantangan Utama 
Pembangunan 

 

 

 

2.1 Lingkungan Strategis dan Tren Papua 2041  

Percepatan pembangunan Papua tahun 2022-2041 perlu mempertimbangkan berbagai 
dimensi, baik dimensi global, dimensi nasional, dan dimensi daerah, yang 
mempengaruhi arah besar transformasi pembangunan Papua, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Dimensi yang beragam tersebut diletakkan sebagai 
lingkungan strategis yang dinamis. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempatkan kawasan 
Indo-Pacific, khususnya Asia Tenggara sebagai episentrum baru dinamika politik 
global. 

• Letak geografis Pulau Papua yang berada di Samudera Pasifik bernilai strategis, 
baik dari perspektif geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik. 

• Tren perubahan teknologi ke depan yang didominasi oleh teknologi informasi dan 
komunikasi akan berpengaruh terhadap revolusi sektor keuangan dan transaksi 
perdagangan secara global. 

• Perkembangan digitalisasi yang pesat di berbagai bidang akan meningkatkan 
mobilitas, produktivitas, serta mempercepat layanan yang berkualitas. 

• Tantangan pemanasan global yang semakin besar mengakibatkan perubahan 
berkepanjangan pada sistem iklim dunia.  

Dimensi 
Global 

1 

• Transformasi Ekonomi Indonesia yang berisi 6 agenda transformasi, mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan 
wilayah. 

• Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekatkan rentang kendali 
pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia. 

• Bonus demografi Indonesia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun 
2037 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

• Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendorong pengentasan 
kabupaten tertinggal yang sebagian besar berada di Papua. 

Dimensi 
Nasional 

2 

• Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.  

• Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek 
span of control pelayanan publik. 

• Kondisi sosial budaya di Papua yang beragam menjadi modal dasar 
pembangunan Papua.  

Dimensi 
Daerah 

3 
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2.2 Perkembangan Indikator Pembangunan 

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan 
manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan 
standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut direfleksikan pada indikator umur 
harapan hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan 
pengeluaran per kapita. Capaian IPM beserta komponen pembentuknya di Papua pada 
tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut. 

Gambar 2.1  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua 

Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

Sebelum pembentukan daerah 
otonom baru, pada tahun 2021, capaian 
IPM Provinsi Papua Barat adalah 65,26 
dan Provinsi Papua adalah 60,62. 
Namun, capaian IPM tersebut masih 
berada di bawah nasional, yaitu 72,29. 
Capaian IPM yang rendah 
menunjukkan bahwa upaya 
membangun kualitas hidup 
masyarakat belum optimal sehingga 
diperlukan upaya peningkatan, 
terutama pada komponen 
pembentuknya. Capaian komponen 
pembentuk IPM di Papua pada tahun 
2021 (sebelum pembentukan daerah 
otonom baru) dijelaskan sebagai 
berikut. 

Sumber: BPS, 2021 
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Gambar 2.2 
(a) Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun) dan (b) Pengeluaran per Kapita (Ribu 

Rupiah) di Papua Tahun 2021 

 

(a) (b) 

Sumber: BPS, 2021 

Sebelum pembentukan daerah otonom baru, capaian UHH Provinsi Papua Barat tahun 
2021 adalah 66,14 tahun (laki-laki/lk: 64,33 tahun; Perempuan / pr: 68,05 tahun) dan 
Provinsi Papua adalah 65,93 tahun (lk: 64,15 tahun; pr: 67,79 tahun). Capaian tersebut 
masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,57 tahun (lk: 69,67 tahun; pr: 73,55 
tahun). Di sisi lain, pengeluaran per kapita tahun 2021 Provinsi Papua Barat adalah Rp. 
7.929.000,00 dan Provinsi Papua adalah Rp. 6.955.000,00 yang masih berada di bawah 
rata-rata nasional, yaitu Rp. 11.156.000,00. Dengan adanya pembentukan daerah otonom 
baru, diharapkan capaian UHH dan pengeluaran per kapita Papua dapat meningkat.  
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Gambar 2.3  
(a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan (b) Harapan Lama Sekolah (HLS) di Papua 

Tahun 2021 

 

(a) (b) 

Sumber: BPS, 2021 

 

Berdasarkan data tahun 2021, sebelum pembentukan daerah otonom baru, RLS Provinsi 
Papua Barat adalah 7,69 tahun dan Provinsi Papua adalah 6,76 tahun yang masih berada 
di bawah angka nasional, yaitu 8,54 tahun. Pada tahun 2021, HLS Provinsi Papua Barat 
adalah 13,13 tahun yang menunjukkan perbaikan dari angka nasional, yaitu 13,08 tahun. 
Sementara HLS Provinsi Papua sebesar 11,11 tahun yang masih berada di bawah angka 
HLS nasional.  
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2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi  

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi di 
suatu wilayah dengan menggunakan persentase dalam periode waktu tertentu, serta 
menunjukkan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indikator peningkatan 
pendapatan daerah, pendapatan per kapita, dan jumlah tenaga kerja. LPE di Papua pada 
tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru) dijelaskan sebagai berikut. 

 

Pada tahun 2021 (sebelum 
pembentukan daerah otonom baru), 
LPE Provinsi Papua adalah 15,11 persen 
yang berada di atas LPE nasional, yaitu 
3,69 persen. Sedangkan LPE Provinsi 
Papua Barat adalah -0,51 persen yang 
dipengaruhi oleh kondisi pandemi 
COVID-19 yang tengah melanda saat itu.  

 

2.2.3 Tingkat Kemiskinan dan 
Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat kemiskinan adalah persentase 
penduduk yang berada di bawah garis 
kemiskinan. Sementara itu, tingkat 
pengangguran terbuka (TPT) adalah 
persentase jumlah pengangguran 
terhadap jumlah angkatan kerja. 
Kondisi tingkat kemiskinan pada 
tahun 2021 dan TPT pada tahun 2021 
(sebelum pembentukan daerah otonom 
baru) dijelaskan sebagai berikut. 

Sumber: BPS, 2021 

  

Gambar 2.4 
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Papua 

Tahun 2021 
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Gambar 2.5 
(a) Tingkat Kemiskinan; dan (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua 

Tahun 2021 

 

(a) (b) 
Sumber: BPS, 2021 
Keterangan: Data TPT Kab. Intan Jaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya tidak tersedia (N/A). 

 

Berdasarkan data tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), tingkat 
kemiskinan di Provinsi Papua Barat adalah 21,84 persen dan Provinsi Papua adalah 
26,86 persen yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, 
yaitu 10,14 persen. Selanjutnya, TPT Provinsi Papua Barat adalah 5,84 persen dan 
Provinsi Papua adalah 3,33 persen yang lebih baik dari TPT nasional, yaitu 6,49 persen.  
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2.2.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan 

Khazanah kebudayaan di Papua belum secara optimal dilindungi, dikembangkan, dan 
dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan jati diri serta meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu, upaya pemajuan dan pelestarian 
kebudayaan di Papua harus terus ditingkatkan. Capaian pembangunan kebudayaan di 
tingkat nasional dan daerah sendiri diukur dengan instrumen indeks pembangunan 
kebudayaan (IPK). 

 

Gambar 2.6 
Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Papua Tahun 2020 

 

Sumber: BPS-Kementerian PPN/Bappenas-Kemendikbudristek, 2021 

 

Pada tahun 2020 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), Provinsi Papua 
memiliki nilai indeks pembangunan kebudayaan (IPK) sebesar 46,26 dan Provinsi 
Papua Barat sebesar 48,07 yang masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 54,65. 
Namun demikian, Provinsi Papua memiliki nilai dimensi ketahanan sosial budaya 
sebesar 75,07 dan Provinsi Papua Barat sebesar 74,14 yang berada di atas rata-rata 
nasional, yaitu 74,01. Selain itu, nilai dimensi ekspresi budaya Provinsi Papua sebesar 
43,77 dan Provinsi Papua Barat sebesar 43,88 juga menunjukkan nilai di atas rata-rata 
nasional, yaitu 35,82. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat di Papua 
dalam mempertahankan (preservasi) dan mengembangkan identitas, pengetahuan, 
dan praktik budaya dalam kehidupan sosial sudah relatif baik. 
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(3) Indeks kerukunan umat beragama Provinsi Papua sebesar 82,1 dan Provinsi 
Papua Barat sebesar 81,4 berada di atas angka nasional (72,39) yang perlu 
diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan 
(Kementerian Agama, 2021). 

 

2.4 Isu dan Tantangan Tiap Wilayah Adat 

Terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan 
sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua. 
Secara garis besar, kondisi IPM dan tingkat kemiskinan tiap wilayah adat di Papua 
menunjukkan capaian yang masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat wilayah adat masih 
tergolong rendah dan tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia.  

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah 
Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 daerah tertinggal di Indonesia pada RPJMN 
Tahun 2020-2024, yang sebagian besar berada di Papua (30 kabupaten). Penyebab 
ketertinggalan di Papua meliputi: (a) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; 
(b) belum meratanya aksesibilitas menuju pelayanan dasar; (c) terbatasnya 
ketersediaan sarana prasarana secara merata; (d) belum optimalnya pengembangan 
perekonomian masyarakat; (e) masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah; serta 
(f) tingginya risiko bencana dan potensi konflik sosial. Persentase kabupaten yang 
termasuk daerah tertinggal pada setiap wilayah adat adalah sebagai berikut: Laa Pago 
(100,00 persen), Mee Pago (83,33 persen), Saireri (50,00 persen), Tabi (40,00 persen), Anim 
Ha (75,00 persen), Domberay (72,72 persen), dan Bomberay (0,00 persen). Dengan 
demikian, diketahui bahwa Laa Pago merupakan wilayah adat yang seluruh kabupaten 
di dalamnya masih tergolong sebagai daerah tertinggal, sementara Bomberay adalah 
satu-satunya wilayah adat yang tidak memiliki kabupaten status daerah tertinggal.  

Di samping itu, berdasarkan data indeks desa tahun 2021 oleh BPS (sebelum 
pembentukan daerah otonom baru), masih terdapat 4.560 kampung tertinggal (63,40 
persen) dan hanya terdapat 1.915 kampung mandiri (26,63 persen) dari seluruh 
kampung yang ada di Provinsi Papua (5.410 kampung) dan Provinsi Papua Barat (1.742 
kampung). Jumlah kampung tertinggal dan sangat tertinggal paling banyak terdapat 
di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan data persentase penduduk miskin yang 
dikeluarkan oleh BPS per September 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), 
tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 27,38 persen dengan tingkat kemiskinan 
perdesaan mencapai 36,50 persen, sementara tingkat kemiskinan di Provinsi Papua 
Barat sebesar 21,82 persen dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 33,50 
persen. Dengan memperhatikan isu dan tantangan secara umum dan kondisi 
karakteristik geografis, diperlukan penekanan yang berbeda pada tiap wilayah adat. 
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2.4.1 Wilayah Adat Laa Pago 

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif wilayah adat Laa Pago 
termasuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan, kecuali Kabupaten Puncak dan 
Kabupaten Puncak Jaya yang termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah. Sebagian 
besar kabupaten di wilayah adat Laa Pago memiliki capaian indikator pembangunan 
bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan 
tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan 
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada 
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten 
Pegunungan Bintang. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan 
bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat 
kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan 
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada 
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten 
Pegunungan Bintang. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat 
kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa 
atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya 
percepatan pembangunan pada hampir seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten 
Jayawijaya.  
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Gambar 2.7 
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Laa Pago 

 

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru 
Sumber: BPS, 2021 

 

2.4.2 Wilayah Adat Mee Pago 

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten 
di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah, ditambah dengan 
Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Sebagian besar kabupaten di wilayah 
adat Mee Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur 
harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan 
akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga 
diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai dan 
Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan 
bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat 
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kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan 
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada 
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk bidang 
ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan 
pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian 
provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada 
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya. 

 

Gambar 2.8 
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Mee Pago 

 

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru 
Sumber: BPS, 2021 

 

2.4.3 Wilayah Adat Saireri 

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten 
di wilayah adat Saireri termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten 
di wilayah adat Saireri memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan 
(umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat 
kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata 
lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif 
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baik, yaitu di antara capaian provinsi dan nasional. Namun, masih banyak capaian 
indikator pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan 
pengeluaran per kapita) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga 
diperlukan upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi khususnya pada 
Kabupaten Supiori. 

 

Gambar 2.9 
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Saireri 

 
Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru 
Sumber: BPS, 2021 

 

2.4.4 Wilayah Adat Tabi 

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten 
di wilayah adat Tabi termasuk ke dalam Provinsi Papua. Sebagian besar kabupaten di 
wilayah adat Tabi memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur 
harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan 
akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, 
dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang sudah relatif baik, yaitu di 
antara capaian provinsi dan nasional. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator 
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pembangunan bidang ekonomi (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran 
per kapita) yang sudah relatif baik. Namun, masih diperlukan upaya percepatan 
pembangunan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pada Kabupaten 
Mamberamo Raya yang capaian sebagian besar indikator pembangunannya di bawah 
capaian provinsi dan nasional.  

 

Gambar 2.10 
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Tabi 

 

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru 
Sumber: BPS, 2021 

 

2.4.5 Wilayah Adat Anim Ha 

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten 
di wilayah adat Anim Ha termasuk ke dalam Provinsi Papua Selatan. Sebagian besar 
kabupaten di wilayah adat Anim Ha memiliki capaian indikator pembangunan bidang 
kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat 
kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan 
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada 
Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator 
pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan 
tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian 
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provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan 
khususnya pada Kabupaten Asmat. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator 
pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) 
relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih 
rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan 
pembangunan khususnya pada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. 

 

Gambar 2.11  
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Anim Ha 

 
Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru 
Sumber: BPS, 2021  
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2.4.6 Wilayah Adat Domberay 

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara  administratif kabupaten-kabupaten 
di wilayah adat Domberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua 
Barat Daya. Sebagian kabupaten di wilayah adat Domberay memiliki capaian indikator 
pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke 
rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari 
capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan 
khususnya pada Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten 
Pegunungan Arfak. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan 
bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat 
kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan 
nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada 
Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, 
dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator 
pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) 
menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, 
sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Tambrauw, 
Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan 
Arfak. 

Gambar 2.12 
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Domberay 

 

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru 
Sumber: BPS, 2021 
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2.4.7 Wilayah Adat Bomberay 

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten 
di wilayah adat Bomberay termasuk ke dalam Provinsi Papua Barat. Kabupaten 
Kaimana di wilayah adat Bomberay memiliki capaian indikator pembangunan bidang 
kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat 
kemudahan akses ke puskesmas) dan pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata 
lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah 
dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan 
pembangunan. Untuk bidang ekonomi, masih terdapat beberapa capaian indikator 
pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) pada 
kedua kabupaten yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga 
diperlukan upaya percepatan pembangunan. 

 

Gambar 2.13  
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Bomberay 

 

Keterangan: Data kabupaten dibandingkan dengan data provinsi sebelum pembentukan daerah otonom baru 
Sumber: BPS, 2021 
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 Bab III 

Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan, dan 
Strategi Pembangunan 

 

 

 

3.1 Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Papua 

Dewasa ini, perkembangan isu dan tantangan bersifat dinamis, maka pembangunan 
Papua perlu dilandasi visi, misi, dan langkah-langkah yang bersifat percepatan ke 
depan. Adapun alur pikir percepatan pembangunan Papua ke depan sebagai berikut. 

 

3.1.1 Visi 

Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. 

 

3.1.2 Misi 

(1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta 
membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat. 

(2) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi 
unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua 
Cerdas. 

(3) Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi 
ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif. 

 

3.1.3 Sasaran 

(1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk. 

(2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi 
seluruh penduduk. 

(3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta 
mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk. 
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3.1.4 Dimensi Pembangunan 

(1) Papua Sehat 

(a) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; 

(b) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh 
fasilitas kesehatan; dan 

(c) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh. 

(2) Papua Cerdas 

(a) Fasilitas pendidikan yang berkualitas; 

(b) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif; 

(c) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan 

(d) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan 
keterampilan hidup. 

(3) Papua Produktif 

(a) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal; 

(b) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan 
global; 

(c) Sumber daya alam yang berkelanjutan; 

(d) Ekonomi lokal; dan 

(e) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. 

 

3.1.5 Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan 
Pembangunan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, 
dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran 
pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, 
serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan. 
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Gambar 3.1 
Kondisi Perlu, Pengarusutamaan, Kaidah Pelaksanaan, dan Pentahapan 

Pembangunan 

 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 

 

3.2 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua 

Percepatan pembangunan Papua ke depan akan menitikberatkan pada upaya 
peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks 
pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2021 (sebelum pembentukan daerah otonom 
baru), capaian IPM di Papua sebesar 60,62–65,26 atau termasuk ke dalam kategori 
sedang, sedangkan pada tahun 2041 ditargetkan mencapai 79,33–80,93 atau termasuk 
ke dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, 
yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), 
dan standar hidup layak (decent standard of living). Ketiga dimensi ini masing-masing 
diwakilkan oleh beberapa indikator yang dapat merepresentasikan tingkat 
pembangunan pada masing-masing dimensi dan dapat diperbandingkan secara 
nasional dan internasional. 

Dimensi umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) diwakilkan oleh 
indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir. UHH dianggap dapat mencerminkan 
derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana, prasarana, akses, hingga kualitas 
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kesehatan. UHH saat lahir merupakan manifestasi dari indikator kesehatan penduduk 
di suatu wilayah. 

Dimensi pengetahuan (knowledge) diwakilkan oleh dua indikator, yaitu harapan lama 
sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya 
(tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun 
di masa mendatang, dan HLS menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan 
pendidikan pada jangka pendek karena merupakan cerminan dari partisipasi sekolah 
di periode berjalan. Sedangkan RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 
tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal, dan RLS menggambarkan output 
jangka panjang atau investasi dari pembangunan pendidikan di masa lampau karena 
dihitung dari capaian lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator 
ini kemudian diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM. 

Dimensi standar hidup layak (decent standard of living) digambarkan oleh indikator 
pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas 
daya beli. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat 
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya 
ekonomi. 

Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera akan 
dilakukan melalui misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut: 

(1) Misi-1, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta 
membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, 
dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang 
diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH), prevalensi stunting, dan 
jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. 

(2) Misi-2, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk 
pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju 
Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan 
cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama 
sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). 

(3) Misi-3, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan 
potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan 
sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu 
mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang 
diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan 
realisasi investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri). 

Adapun sasaran, indikator, dan target percepatan pembangunan Papua tahun 2041 
disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 
Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua 

 

Keterangan: 
*  Sumber data baseline indikator prevalensi stunting: Studi Status Gizi Indonesia (2021) 
**  Sumber data baseline indikator lainnya: BPS (2021) 
*** Sumber data target 2041: hasil perhitungan Bappenas (2021)  

 

Kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran percepatan 
pembangunan Papua tahun 2022–2041, dilaksanakan dalam setiap tahapan 
pembangunan. Pelaksanaan kondisi perlu, diukur melalui indikator sebagai berikut: 

  




